
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang paling penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung, maka Peraturan Bupati
Pesawaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

4. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.



4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

6. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah
daerah kepada orang Pribadi atau badan untuk pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan penempatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.

8. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.

10. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

11. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima belas) tahun.

12. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (Lima) tahun sampai
dengan 15 (Lima belas) tahun.

13. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.

14. Kavling/Perkarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat
mendirikan bangunan.

15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh
atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah,
merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada,
termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

16. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan
bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar
dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta
api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.

17. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis
sempadan yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan
bangunan gedung.

18. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis
sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan
masuk.

19. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana
bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.



20. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk
membatasi persil.

21. Meter Lari atau disebut M’ adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang
suatu bangunan.

22. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-
menerus.

23. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari : a. Gangguan
Terhadap Lingkungan yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air
tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran
dan/atau kebisingan; b. Gangguan Terhadap Sosial Kemasyarakatan yang
meliputi ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum; c.
Gangguan Terhadap Ekonomi yang meliputi ancaman penurunan produksi
usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap
dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB II
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 2

(1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang
didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan
rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya keofisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut :
a. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1.
2.
3.
4.
5.

Bangunan 1 Lantai
Bangunan 2 Lantai
Bangunan 3 Lantai
Bangunan 4 Lantai
Bangunan 5 Lantai keatas

1,00
1,50
2,50
3,50
4,00

b. Koefisien guna bangunan (KGB)

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bangunan Sosial
Bangunan Perumahan
Bangunan Fasilitas Umum
Bangunan Pendidikan
Bangunan Kelembagaan/Kantor
Bangunan perdagangan dan jasa
Bangunan Industri
Bangunan Khusus
Bangunan Campuran
Bangunan lain-lain

0,50
1,00
1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
2,50
2,75
3,00



c. Koefisien Lokasi Bangunan (KLB)

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1.
2.
3.

Bangunan Gedung di Lokasi Padat
Bangunan Gedung di Lokasi Sedang
Bangunan Gedung di Lokasi Renggang

2,00
1,50
1,00

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan
(THDB) Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, Provinsi dan Jalan
Kabupaten serta konstruksi bangunan yang digunakan :

NO JENIS BANGUNAN HARGA DASAR
(Rp)/M2

1.
2.
3.

Bangunan Permanen
Bangunan Semi Permanen
Bangunan Tambahan Lain-Lain :
a. Pagar Beton
b. Pagar Besi
c. Pagar Kawat
d. Lantai Jemur
e. Cucian Mobil
f. Pelataran Parkir
g. Pipa Gas dan Pipa Air
h. Tanki Gas
i. Menara
j. Selasar

6.100,-
4.600,-

3.800,-
1.500,-
750,-

1.500,-
1.500,-
750,-

5.300,-
5.300,-
5.300,-
3.400,-

(2) Rincian : LB X THDB X KTB X KGB X KLB

LB : Luas Bangunan

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan

KTB : Koefisien Tingkat Bangunan

KGB : Koefisien Guna Bangunan

KLB : Koefisien Lokasi Bangunan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan telah disosialisasikan,
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 143), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 5 April 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 319

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002


